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Merkuri (raksa; air raksa; hydragyrum; 
quicksilver) adalah unsur kimia 
bernomor atom 80 dengan simbol Hg. 

Merkuri merupakan logam berat yang 
sangat berbahaya bagi kesehatan dan 
lingkungan hidup karena bersifat 
toksik, persisten, bioakumulasi dan 
dapat berpindah dalam jarak jauh di 
atmosfir. 

MENGAPA MERKURI ??

http://1.bp.blogspot.com/-K_6As98Bq2Q/UEF8hRsrEUI/AAAAAAAAAUg/cJcai3zmF5s/s1600/mercury3.jpeg


Pajanan Akut

Pajanan Kronis
Kerusakan ginjal

Kerusakan paru-paru

Gangguan abdominal

Gangguan fungsi ginjal

Gangguan dan kerusakan kulit

Kerusakan sistem saraf pusat 

Pajanan pada janin bayi dapat mengakibatkan: 

Pajanan Merkuri ke dalam tubuh manusia dapat terjadi melalui :

• Menghirup udara yang terkontaminasi merkuri
• Mengkonsumsikan makanan dan minuman yang 

terkontaminasi
• Absorpsi/penyerapan melalui kulit



Ket: impor merkuri yang digunakan pada
industri lampu dan baterai yang dilakukan 

oleh IT-B2 yakni PT. Perusahaan 
Perdagangan Indonesia (PT. PPI)

Impor Merkuri di Indonesia Tahun 
2011-2015 (Sumber: Kemendag)

Aktivitas Ekspor – Impor Merkuri dan Senyawa Merkuri

HS Code Uraian Barang Tahun Jumlah (kg)

2805.40.00.00 Merkuri (elemental)
2015 95.260

2016 350.000

HS Code Uraian Barang Tahun
Jumlah

(kg)

Senyawa Merkuri

2852.10.10.00

Senyawa, anorganik atau organik, dari merkuri memiliki 

rumus kimia tertentu maupun tidak, tidak termasuk 

amalgam

- Mempunyai rumus kimia tertentu

- - Merkuri Sulfat

2015
11.800

2016 1.200

2852.10.90.00

Senyawa, anorganik atau organik, dari merkuri memiliki 

rumus kimia tertentu maupun tidak, tidak termasuk 

amalgam

- Mempunyai rumus kimia tertentu

- - Lain-lain

2015 30.000

2016 25.000

• Data Ekspor 2015-2016 (Sumber: Ditjen Bea dan Cukai):

No Tahun Alokasi (Kg) Realisasi (Kg)

1. 2011 1326 552

2. 2012 560 40

3. 2013 90 40

4. 2014 500 499,68

5. 2015 - -



Sumber Merkuri Dalam Negeri

• Cinnabar (HgS / merkuri sulfida) adalah adalah bijih utama 
merkuri. 

• Tahun 2016-2017 praktik pertambangan batu sinabar marak

dilakukan oleh penambang rakyat tanpa ijin.

• Penambang menjual batu cinnabar ke beberapa kota di Pulau

Jawa, diantaranya Jakarta, Bandung, Sukabumi, Tasikmalaya, 

Garut, dan Surabaya.

• Sejak tahun 2018 pertambangan batu sinabar dilarang



KAJIAN UNEP

KONDISI GLOBAL

• Tahun 1950-an pencemaran Teluk Minamata di Jepang menyebabkan 120 penduduk
Minamata meninggal dan 800 orang menderita sakit.

• Biaya pembersihan lumpur sekitar 1,5 juta m3 selama 14 tahun dengan biaya USD 359 juta.

KASUS MINAMATA

• Kajian UN Environment (United Nations Environment Programme) tahun 2001
menyimpulkan bahwa MERKURI dan senyawanya menimbulkan dampak serius
terhadap kesehatan dan lingkungan hidup secara GLOBAL. Oleh karena itu perlu
TINDAKAN INTERNASIONAL.

PROSES NEGOSIASI INTERNASIONAL
 Tahun 2009 UN Environment menyelenggarakan Governing Council (GC) membentuk

Intergovernmental Negotiating Committee (INC) yang bertujuan menyusun instrumen
hukum internasional tentang pengaturan MERKURI global.

 Pada 10 Oktober 2013, penandatanganan oleh 92 negara PBB tentang “Minamata
Convention on Mercury”



Konvensi Minamata mengenai 
Merkuri

“
TUJUAN
melindungi kesehatan manusia dan lingkungan
hidup dari emisi dan lepasan merkuri dan
senyawa merkuri antropogenik (disengaja)

Negara Pihak
110 negara

Undang-Undang No. 11 Tahun 2017 tentang 
Pengesahan Minamata Convention on 

Mercury (Konvensi Minamata Mengenai 
Merkuri)

MANDAT
Pembatasan, pengendalian, dan penghapusan penggunaan merkuri meliputi:
•Sumber Pasokan dan Perdagangan Merkuri; Produk-produk Mengandung Merkuri; Proses Produksi yang menggunakan 
Merkuri atau Senyawa Merkuri; Pertambangan Emas Skala Kecil; Emisi dan lepasan; Limbah Merkuri; Lahan 
terkontaminasi; Aspek Kesehatan

Penerbitan

2019



Kebijakan Pemerintah



Kondisi Lapangan 
saat ini





37%

51%

12%

Lokasi Sampling:
Kabupaten Kotawaringin Barat

0 - 1.99

2.00 - 10.00

> 10.00

kadar merkuri (ppm)

Jumlah Responden:
Penambang: 35 orang
Non-Penambang: 21 Orang

Daerah Kasus Daerah Kontrol

50%
47%

3%

Lokasi sampling: Kabupaten Wonogiri

0 - 1.99

2.00 - 10.00

> 10.00

kadar merkuri (ppm)

Daerah Kasus

Jumlah Responden:
Daerah kasus: 34 orang
Daerah Kontrol: 15 orang

Daerah Kontrol

93%

7%0%

88%

12%

Lokasi Sampling: Kabupaten Merangin

0 - 1.99

2.00 - 10.00

> 10.00

kadar merkuri (ppm)

Jumlah Responden:
Penambang: 25 orang
Non-Penambang: 21 Orang

Penambang Non-Penambang

71%

24%

5%

43%

40%

17%

Lokasi Sampling: 
Kabupaten Dharmasraya

0 - 1.99

2.00 - 10.00

> 10.00

kadar merkuri (ppm)

Jumlah Responden:
Daerah kasus: 31 orang
Daerah kontrol: 25 orang

Daerah kasus Daerah Kontrol

PERSENTASE
KONSENTRASI MERKURI

PADA RAMBUT
(Standar WHO:1-2 ppm)

76%

20%
4%

40%

60%

0%



Peta Sebaran PESK

Kementerian ESDM (2016): kegiatan PESK di Indonesia tersebar di 197 Kota/Kabupaten dan 32 Provinsi.



















Tugas Gubernur

• menyusun, melaksanakan, dan
mengoordinasikan penyelenggaraan RAD-
PPM provinsi;

• melaksanakan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaran RAD-PPM provinsi;

• mengoordinasikan pemantauan dan
evaluasi RAD-PPM provinsi; dan

• menyusun dan melaporkan pelaksanaan
RAD-PPM provinsi provinsi

• memberikan pendampingan kepada
bupati/wali kota dalam menyusun RAD-
PPM kabupaten/kota

Tugas Bupati/Walikota

• menyusun, melaksanakan, dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan
RAD-PPM kabupaten/kota;

• melaksanakan pemantauan dan
evaluasi penyelenggaran RAD-PPM 
kabupaten/kota;

• menyusun dan melaporkan
pelaksanaan RAD-PPM kabupaten/kota
kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) tahun



Substansi Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan 
Penghapusan Merkuri (RAD PPM)

• Penyusunan Baseline Merkuri di Daerah

• Penentuan Target Pengurangan dan Penghapusan 
Merkuri

• Strategi Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

• Implementasi Kegiatan Pengurangan dan Penghapusan 
Merkuri

• Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengurangan dan 
Penghapusan Merkuri



INTERGRASI VERTIKAL PELAKSANAAN RAN-PPM & RAD-PPM

Menteri LHK

Pelaksanaan
RAN

Pemantauan
dan Evaluasi

Koordinasi
Pemantauan
dan Evaluasi

Laporan

menteri/kepala
lembaga

Pelaksanaan
RAN

Pemantauan
dan Evaluasi

Laporan

Bupati/Walikota

Penyusunan
RAD

Pelaksanaan
RAD

Pemantauan
dan Evaluasi

Laporan

Gubernur

Penyusunan
RAD

Pelaksanaan
RAD

Pemantauan
dan Evaluasi

Laporan

pendampingan pendampingan

pendampingan

PRESIDEN



RENCANA TINDAK LANJUT
Implementasi Perpres 21 Tahun 2019

• Pembentukan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja pelaksanaan RAN PPM

• Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Teknis RAN PPM dan RAD PPM

• Pendampingan penyusunan RAD PPM

• Melanjutkan pengembangan teknologi pengolahan emas non merkuri (Kab. Halmahera 
Selatan, Pulang Pisau, Pohuwato, Bungo, Kuantan Singingi, Kolaka Timur, 
Kotawaringin Timur, dan Banyuwangi)

• Pemulihan lahan terkontaminasi merkuri (Lebak dan Gunung Botak)

• Penarikan dan penghentian penggunaan alat kesehatan bermerkuri

• Pengelolaan tempat penyimpanan merkuri

• Pengendalian dan pemantauan emisi dan lepasan merkuri

• Gerakan kampanye STOP Merkuri (Media Publikasi, Media Sosial, dan Sosialisasi)
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